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Penelitian ini fokus pada Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Pada Pemilukada Kaupaten Luwu 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana Bentuk Pelaksanaan PKPU No.4 Tahun 2017 oleh KPU di Kabupaten 
Luwu. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana peneliti 
menggunakan pendekatan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Kajian ini 
menggunakan teori demokrasi, kampanye politik, implementasi kebijakan publik 
dan komunikasi politik. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka 
dan studi lapangan. 
KPU Kabupaten Luwu sudah menerapkan aturan tentang pelaksanaan 
pemasangan alat peraga kampanye pada pemilukada Kabupaten Luwu 2018, 
namun masih ada calon yang melanggar aturan tersebut. Hal ini dikarenakan 
kurangnya kesadaran calon untuk mentaati peraturan mengenai pemasangan alat 
peraga kampanye. 
Hasil penelitian ini adalah 1) KPU Kabupaten Luwu sudah menerapkan 
aturan tentang Pelaksanaan PKPU No. 4 Tahun 2017, namun masih banyak calon 
yang melanggar aturan tersebut. 2) Faktor-faktor yang sering menjadi hambatan 
adalah masalah keputusan yang lebih progresif tentang pelanggaran partai-partai 
yang bisa menganggu ke stabilan publik seperti alat peraga kampanye di 
pepohonan, halaman tempat ibadah, dan gedung milik pemerintah, membuat alat 








A. Latar Belakang 
Pemilihan umum (general election) diakui secara global, sebagai sebuah arena 
untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan 
secara berkala. Maka menurut teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang di 
jelaskan oleh Joseph Schumpeter (Schumpeterian) bahwa pemilihan umum 
merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi  (kontestasi) antara aktor-aktor 
politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan 
serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.1  
Pemilihan umum di Indonesia, biasa disingkat Pemilu adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dengan 
tujuan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, 
dewan perwakilan rakyat daerah dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah 
dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Khusus untuk pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah di akomodasi dalam UU No. 
10 tahun 2016 yang mengatur tentang keikut sertaan pasangan calon perseorangan 
(independen) dalam pemilihan kepala daerah.2 Untuk mencapai pemilihan umum 
                                                           
1P.Anthonius Sitepu Studi Ilmu Politik, Pengertian dan Konsep Pemilihan Umum, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) h.177-178. 
2Ibramsyah, Hukum Kelembagaan Negara, (Palangkaraya: Laksbang Grafika),h. 3. 
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yang demokratis harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil. 
Pemilihan umum yang demokratis harus dengan cara adil, dalam hal ini 
pemimpin atau penyelenggara pemilu tidak berpihak pada siapapun, sebagaimana 
dijelaskan dalam Q.S  Al- Maa-idah/5:8. 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ# u (#θçΡθ ä. šÏΒ≡ §θ s% ¬! u !# y‰pκà− ÅÝó¡ É) ø9 $ Î/ ( Ÿω uρ öΝ à6 ¨ΖtΒ Ìôf tƒ 
ãβ$ t↔oΨx© BΘ öθ s% #’ n?tã āω r& (#θ ä9 Ï‰÷è s? 4 (#θä9 Ï‰ôã$# uθ èδ Ü>t ø%r& 3“uθ ø) −G=Ï9 ( (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# 4 āχÎ) 
©!$# 7 Î6 yz $ yϑÎ/ šχθè=yϑ÷è s? ∩∇∪    
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.”3 
Ayat ini merupakan lanjutan pesan-pesan ilahi di atas. hai orang-orang yang 
beriman, hendaklah kamu menjadi Qawwamin, yakni orang-orang yang selalu dan 
bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, 
terhadap wanita, dan lain-lain dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah serta 
menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu 
kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil, tidak terhadap keluarga istri kamu yang 
Ahl al-kitab itu maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah kepada siapapun 
walau atas dirimu sendiri karena ia, yakni adil itu, lebih dekat kepada takwa yang 
sempurna daripada selain adil. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.4 
                                                           
3Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahnya (Semarang : Toha 
putra, 2005 
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Kemudian di jelaskan pula dalam hadits riwayat Ibnu Umar : 
 ِِﻪﺘﱠﻴِﻋَﺭ ْﻦَﻋ ٌﻝُﻮﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَﻭ ٍﻉﺍَﺭ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ ََﻻﺃ َﻝﺎَﻗ ُﻪﱠَﻧﺃ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠ]ﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ْﻦَﻋ ُﺮﻴَِﻣْﻷﺎَﻓ
 َﻮُﻫَﻭ ِﻪِﺘَْﻴﺑ ِﻞَْﻫﺃ ﻰَﻠَﻋ ٍﻉﺍَﺭ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟﺍَﻭ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَﺭ ْﻦَﻋ ٌﻝُﻮﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَﻭ ٍﻉﺍَﺭ ِﺱﺎﱠﻨﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ ﻱِﺬﱠﻟﺍ  ٌﻝُﻮﺌْﺴَﻣ
 ِﻝﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ٍﻉﺍَﺭ ُﺪْﺒَﻌْﻟﺍَﻭ ْﻢُﻬْﻨَﻋ ٌَﺔﻟُﻮﺌْﺴَﻣ َﻲِﻫَﻭ ِﻩَِﺪﻟَﻭَﻭ ﺎَﻬِﻠْﻌَﺑ ِﺖَْﻴﺑ َﻰﻠَﻋ ٌَﺔﻴِﻋﺍَﺭ َُﺓﺃْﺮَﻤْﻟﺍَﻭ ْﻢُﻬْﻨَﻋ ِﻩِِّﺪﻴَﺳ
 ِِﻪﺘﱠﻴِﻋَﺭ ْﻦَﻋ ٌﻝُﻮﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَﻭ ٍﻉﺍَﺭ ْﻢُﻜﱡﻠُﻜَﻓ ََﻻﺃ ُﻪْﻨَﻋ ٌﻝُﻮﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَﻭ5 
Artinya : 
“Hadis riwayat Ibnu Umar Ra: ia berkata: Dari Nabi SAW bahwa beliau 
bersabda: Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-
masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang 
dipimpin. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan 
dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami 
adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung 
jawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga 
serta anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap 
yang dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia 
akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. 
Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu 
akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.” 
Pada tanggal 27 Juni 2018 akan diselenggarakan pemilihan umum secara 
serentak, termasuk diantaranya pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Luwu. 
Sebelum dilaksanakannya pemilihan umum para calon diberi kesempatan untuk 
melaksanakan kampanye dalam memperoleh dukungan dan pengenalan diri kepada 
masyarakat. Kampanye merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pelaksana 
kampanye dalam rangka meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dari 
masyarakat.6 
Disinilah para calon menyampaikan visi, misi, dan program-programnya 
untuk mendapatkan kekuasaan dan kepercayaan dari masyarakat agar dapat 
                                                           
5Muslim Bin AL Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz AL-Qusyairi  AN-Naisaburi, AL Jami’ as 
Shahih, Jus VI (Bairut Daarul Bairut, 1374 H),h. 7 
6Legowo, Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu, (Jakarta: 
Praninta Offset),h. 53 
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menduduki jabatan yang diinginkannya. Melalui kegiatan kampanye, para calon dan 
partai politik berupaya mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan, 
misalnya dalam pelaksanaan pemilihan bupati, calon bupati mempengaruhi 
masyarakat dengan janji-janji agar mereka terpilih sebagai bupati. Pesan yang 
disampaikan oleh calon bupati berupa ajakan dan ide yang mempengaruhi pemilih 
bahwa mereka layak untuk dipilih. Biasanya tiap-tiap calon bupati akan berupaya 
menjatuhkan kandidat lain melalui kampanye untuk menarik perhatian pemilih 
bahwa mereka lebih baik dibandingkan calon lainnya. Dalam rangka meraih 
dukungan suara sebanyak-banyaknya, peserta atau calon bupati diperbolehkan untuk 
berkampanye melalui media massa cetak ataupun lembaga penyiaran. Pesan 
kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan 
gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif maupun 
melaui media internet dalam hal ini website yang bersifat on-line yang dimaksud 
untuk menyampaikan pesan kampanye kepada khalayak luas.7 
Menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 27 Juni 
2018. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.8 Dalam penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah adapun aturan-aturan yang di keluarkan KPU tentang pedoman 
pelaksanaan pengadaan alat peraga kampanye sebagaimana yang di atur dalam 
Pasal 17 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan 
kampanye. Alat peraga tidak diperbolehkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah 
sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga 
                                                           
7Legowo, h. 62 
8Ibramsyah, Hukum Kelembagaan Negara, (Palangkaraya: Laksbang Grafika),h. 2 
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pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, 
taman dan pepohonan. 
Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Luwu pemasangan alat peraga 
kampanye sudah ditetapkan oleh KPU namun, sampai saat ini yang terjadi di Belopa 
Utara Kabupaten Luwu para calon kepala daerah yang mengabaikan aturan yang 
sudah ditetapkan oleh KPU seperti yang dilakukan oleh partai politik dan para calon 
kepala daerah peserta pilkada 2018. Calon kepala daerah banyak menggunakan 
menempelkan alat peraga kampanye di pepohonan dan sarana umum. KPU dan 
pihak terkait sudah berusaha memperingatkan namun hal ini terus berlanjut. 
Disinilah kebijakan KPU terhadap PKPU No 4 Tahun 2017 tersebut.  
Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut terhadap “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada 
Pemilukada Kabupaten Luwu 2018 (Studi atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye). 
 
B. Rumusan Masalah 
Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah. 
Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan di 
teliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan serta pencapaian sasaran. Perumusan 
masalah dalam suatu penelitian  di perlukan untuk memfokuskan masalah agar 
dapat di pecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang 
jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta tujuan yang di 
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khendaki9 berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan perumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan PKPU No 4 Tahun 2017 oleh KPU di 
Kabupaten Luwu ? 
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan PKPU No 4 Tahun 2017 
oleh KPU di Kabupaten Luwu? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan PKPU No 4 Tahun 2017 oleh KPU 
di Kabupaten Luwu. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan PKPU 
No 4 Tahun 2017 oleh KPU di Kabupaen Luwu 
Adapun juga kegunaan dari hasil penelitian yang dihasilkan adalah: 
1. Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam 
penyusunan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana di bidang 
Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas 
Islam Negri Alauddin Makassar. 
2. Untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis baik 





                                                           
 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Cet. IV; bandung: 
Alfabet, 2009), h. 25  
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
a. Penulis skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam 
bidang politik sebagai bekal bagi penulis dalam terjun bermasyarakat nantinya. 
b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan 
melakukan penelitian terkait “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018, (Study atas peraturan (KPU) No 4 
tahun 2017 tentang pelaksnaan kampanye)” sekaligus membantu pihak-pihak 
yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 
2. Manfaat Praktis 
a. Komsi Pemilihan Umum (KPU) 
Sebagai  bahan perbandingan dan literature penilaian mahasiswa dan kalangan 
umum terhadap Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada 
Kabupaten Luwu 2018, (Study atas peraturan (KPU) No 4 tahun 2017 tentang 
pedoman pelaksnaan kampanye). 
b. Masyarakat 
1) Menjadi bahan pembelajarann praktis politik, dan kalangan masyarakat 
luas yang ingin megetahui Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga 
Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018, (Study atas peraturan 
(KPU) No 4 tahun 2017 tentang pelaksnaan kampanye). 
2) Memberikan informasi bagi masyarakat tentang Pelaksanaan Pemasangan 
Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018, (Study 





A. Tinjauan Karya Terdahulu 
Dalam proses penulisan proposal skripsi ini ada beberapa yang menjadi bahan 
rujukan bagi penulis terkait dengan konsentrasi judul, beberapa di antaranya telah 
melakukan penelitian yang sama. 
1. “Jurnal yang berjudul “implementasi peraturan komisi pemilihan umum no 
03 tahun 2009 tentang pemberlakuan suara sah pada pemilu 2009 di 
lampung barat menurut partai politik”. Oleh Rohmasari. penulis 
menyimpulkan bahwa: Proses implementasi peraturan KPU nomor 03 
tahun 2009 tentang pelaksanaan suara sah pada pemilu 2009 di Kabupaten 
Lampung Barat telah dilaksanakan dengan baik, baik dari sosialisasi, 
partisipasi masyarakat, panwaslu, tempat pemungutan suara dan kampaye 
yaitu dengan memperhatikan arahan Komisi Pemilihan Umum saat 
melakukan kunjungan ke Kecamatan setiap daerah, dan telah melakukan 
tahapan-tahapan dalam proses implementasi peraturan KPU.1 
2. “Jurnal yang berjudul” Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Di Kabupaten Temanggung. Oleh panitia Pengawasan Pemilu 
Tahun 2013” Oleh Riris Arista Retno Dewi. Berdasarkan hasil penelitian 
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yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa  panwaslu kabupaten temanggun 
dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum kepala daeerah 
kabupaten temanggung telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan namun, dalam pelaksanaan tugasnya, 
panwaslu kabupaten temanggung mengalami beberapa hambatan 
diantaranya adalah panwaslu dalam peraturan perundang-undangan hanya 
mempunyai kewenangan untuk rekomondasi, tidak untuk menjalankan 
eksekusi langsung.2 
3. “Jurnal yang berjudul” peran komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten 
takalar dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Oleh Yuliana. 
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Peran KPU Kabupaten 
Takalar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah terlaksana sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat ditinjau dari segi 
Perencanaan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan 
Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; Membentuk, memberi arahan dan 
mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum ke tingkat Provinsi, 
menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum 
sebagai penjabaran teknis peraturan perundaangundangan; Merencanakan, 
memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik 
                                                           
2Riris Arista Retno Dewi, Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di 




pelaksanaan Pemilihan Umum; Mengumpulkan, mensistematisasi, 
mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum. 
faktor pendukung kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses 
penyelenggaraan pemilihan umum adalah (a). Integritas (b). Netralitas (c). 
Independensi; Adapun Faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar 
dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah : (a). Mekanisme 
Kerja, (b). Kontribusi Partai Politik dan Caleg yang kurang memadai, (c) 
kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem, cara dan 
mekanisme pemilu yang berlandaskan peraturan UU.3 
4. “Jurnal yang berjudul” kinerja komisi pemilihan umum dalam pemilihan 
umum legislatif (studi di kabupaten minahasa selatan)”. Oleh Febrian R 
Lumingkewas. Berdasarkan hasil analisis data melalui 
interview/wawancara ternyata dalam kinerja komisi pemilihan umum 
belum melaksanakan tugasnya secara paripurna, sehingga perlu dilakukan 
koordinasi dengan pihak – pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten 
Minahasa Selatan, TNI/POLRI, tokoh – tokoh masyarakat, dan pers. Untuk 
membantu kinerja komisi pemilihan umum menjadi lebih baik dan 
melaksanakan tugasnya secara paripurna.4 
                                                           
3 Yuliana, peran komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten takalar dalam penyelenggaraan 
sistem pemilihan umum (Universitas Negeri Makassar). 
4 Febrian R Lumingkewas, kinerja komisi pemilihan umum dalam pemilihan umum legislatif 





5. “Jurnal yang berjudul” faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan 
(fraud) di sektor pemerintahan kabupaten kelaten”. Oleh Yanita Maya 
Adinda.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh negatif keefektifan pengendalian intern dengan kecenderungan 
kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif 
kultur organisasi dengan kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor 
pemerintahan, tidak terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi dengan 
kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, tidak terdapat 
pengaruh penegakan peraturan dengan kecenderungan kecurangan (fraud) 
di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif keadilan distributif 
dengan kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, terdapat 
pengaruh negatif keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan 
(fraud) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif komitmen 
organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor 
pemerintahan.5 
Dari ke 5 Jurnal di atas semuanya menjelaskan tentang Implementasi dan 
tugas wewenang KPU, dimana pihak KPU sebagay penyelengara pemilihan umum 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dalam pemerintahan. Penelitian di 
atas berfokus pada implementasi dan tugas wewenang KPU. Sedangkan pada 
Penelitian ini, penulis ingin mencoba melihat bagaimana penerapan PKPU No. 4 
                                                           
5Yanita Maya Adinda, faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan 
(fraud) di sektor pemerintahan kabupaten kelaten(Universitas Negri Semarang). 
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Tahun 2017 pada pemilihan 2018 menyangkut pemasangan alat peraga kampanye 
dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanya. 
 
B. Tinjauan Teoritis dan Konseptual 
1. Teori Demokrasi 
Demokrasi telah dikenal dan menjadi fokus studi sjak lama, bahkan sejak 
munculnya istilah demokrasi itu sendiri. Hal ini telah melahirkan berbagai macam 
pengertian dan model demokrasi yang di praktikkan di berbagai negara. Pada tahun 
1926, Mac Iver sudah menyatakan bahwa semua negara moderen saat itu dapat di 
kategorikan sebagai negara demokrasi, namun tidak ada yang memiiki karakter sama, 
karena itu, demokrasi di pahami sebagai peringkat atau derajat dan sebagian lagi ada 
yang memahami sebagai mekanisme tertentu melalui mana kehendak umum 
diekspresikan.6Menurut Paul Broker, tentang demokrasi memiliki banyak 
terminologi, antara lain menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, 
aturan umum, kediktatoran kaum proletar partisipasi politik mekanismal, kompetisi 
para elit dalam merahi suara, multiparati, pluralisme sosal dan politk, persamaan hak, 
kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah msyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, 
dan lain-lain. 
David Beetham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi 
merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secar kolektif. 
demokrasi berusaha untuk mengujudkan keinginan bahwa keputusan yang 
                                                           





memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan 
masing-masing anggota mempunya hak yang sama dalam proses 
pengambilan/pembuatan keputusan.7 
Menurut pendapat Hill (2005:105), demokrasi memiliki asumsi menghasilkan 
sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan karena itu memberi legitimasi 
yang lebih kuat terhadap kebijakan yang di ambil. Namun waktu yang dibutuhkan 
dalam proses demokrasi ini Sedangkan kelembagaan demokrasi adalah kelembagaan 
yang mengadvokasi suara rakyat untuk turut mengawasi jalanya pemerintahan. Aspek 
kelembagaan demokrasi meliputi Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran 
partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.8 
2. Kampanye Politik  
Dalam sebuah kampanye, seperti komunikasi pada umumnya tentulah 
melibatkan beberapa unsur, antara lain: Komunikator, pesan, media komunikan dan 
efek. Yang paling berperan penting dalam hal ini tentu saja komunikator, 
komunikator harus mengetahui aturan main ataupun etika kampanye yang berlaku. 
Kampanye pemilu adalah bagian dari demokrasi. Meskipun kritik terhadap 
partai yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan tidak baik, tetapi 
kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai tidak legitim ataupun tidak bermoral. 
Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah di mana kelompok kepentingan 
politik berupa menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat umum. 
                                                           
7Muslim Mufti, Teori-Teori Demokrasi (Bandung: Pustaka Setia),h. 21-22. 
8Kurniawati Hastuti Dewi, Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris, 
(Yogyakarta: Calpulis, 2006), h. 135-136. 
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Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu 
adalah fondasi kebebasan individu. Kampanye politik adalah suatu usaha yang 
terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih 
kembali dalam suatu jabatan resmi.9 
Sebuah kampanye menurut kotler dan roberto (1989), kampanye iyalah 
sebuah upaya yang di kelolah oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan 
untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifkasi atau membangun 
ide, sikap dan prilaku tertentu. 
Kampanye pemilihan umum idealnya merupakan proses penyampaian pesan-
pesan politik yang fungsinya memberikan pendidikan politik berusaha menyakinkan 
masa pemilihan dengan mengangkat berbagai agenda yang dinilainya  akan 
memberikan keuntukang bagi cara-cara paling efektif untuk merekrut sebanyak-
banyaknya massa.10 
3. Implementasi Kebijakan Publik 
Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan 
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan 
bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah 
ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan 
untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan 
kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (dasein and dasollen). 
                                                           
9Antar Venus. 2004. Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam 
Mengefektifkan KampanyeKomunikasi. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media),h.9. 





Hal ini dengan pandangan Van Meter dan Horn. (Grendle) bahwa tugas implementasi 
adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik 
direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak 
yang berkepentingan (policystakeholders).11 
Implemenasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara 
terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan12. 
Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya di tentukan pada tataran 
implementasinya. Sering di jumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik 
sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi 
pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah 
program dilakukan. 
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa 
yang oleh Lipsky disebut street level bureaucrats untuk memberikan pelayanan atau 
mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang 
sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai 
implementor, misalnya kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran 
guru di kelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan 
kemiskinan pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai 
institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.13 
                                                           
11 Merilee S,Grindle, Politics and Implementation in the Third World, (Princeton University 
Press, New Jersey, 1980) , h. 7. 
12Tangklisan, Hessel, Nogi, S. implementasi kebijakan public, (Jakarta:Lukman Offset, 2003). 
13Subarsono, AG Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 
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a. Proses implementasi kebijakan 
Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan 
dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni: 
1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan. 
2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 
3) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. 
4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak 
5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana 
6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan 
Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting 
yakni : 
a) Penyiapan sumber daya, unit dan metode. 
b) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan 
dijalankan. 
c) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal secara rutin.14 
 
4. Komunikasi Politik 
Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu’ communis’ yang berarti membuat 
kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih, komunikasi 
juga dapat diartikan peralihan informasi untuk memperoleh tanggapan, saling berbagi 
informasi, gagasan  atau sikap, sedangkan politik secara garis besar berarti berkenaan 
                                                           





dengan gejala kekuasaan, kewenangan, pengaturan, dan pengaruh. Komunikasi 
Politik sendiri didefinisikan sebagai pembicaraan secara influsif, yang berarti segala 
cara untuk menukarkan simbol yang mengatur perbuatan manusia didalam kondisi- 
kondisi konflik untuk membentuk opnini publik.15 
Konteks dunia yang ada saat ini komunikasi politik adalah suatu gejala yang 
tak terhindarkan, bahkan semakin nyata. Contoh yang paling mudah dan jelas terlihat 
dari gejala komunikasi politik adalah adanya pertarungan antara berbagai kepentingan 
muncul dalam tindakan politik .Tindakan politik merupakan tindakan menyampaikan 
pesan dan memilih media yang tepat agar pesan yang tersebut disampaikan secara 
efektif dan mengena. Dalam situasi politik formal, tindakan tersebut salah satunya 
tercermin dari kegiatan kampanye politik saat pelaksanaan pemilihan umum .16 
Setiap pesan dan informasi yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan 
merupakan pesan politik dalam suatu proses komunikasi politik, pesan-pesan yang 
disampaikan oleh para aktor politik menunjukkan sejauh mana posisi, peran dan 
kualitas komunikator tersebut, adapun jenis pesan politik: 
1. Jenis pesan yang pertama adalah praktis atau pragmatis, pesan ini adalah 
pesan yang disampaikan oleh komunikator pada komunikan agar melakukan 
tindakan yang berguna untuk kepentingan politik, contoh mengajak 
masyarakat untuk memilih dirinya atau partainya dalam pemilu 
                                                           
15 Dan Nimmo, Komunikasi Politik ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2005) h 5. 




2. Jenis pesan yang kedua adalah pesan ideologis, pesan ini merupakan pesan 
yang berisi pemahaman dan informasi tentang cita-cita politik, .pesan politik 
ideologis sendiri seringkali disampaikan oleh kekuatan politik ideologis yang 
tidak semata-mata ingin memenangkan pertarungan politik untuk 
mendapatkan kekuasaan .17 
Aktor politik tidak menyampaikan pesannya secara eksplisit, ini di sababkan 
adanya pesaing dan kepentingan lain dari parpol yang tidak sesuai dengan tujuan 
politik, sehingga kesalahan penafsiran seringkali timbul. Tidak jarang maksud dari 
bahasa yang disampaikan oleh komunikator berbeda dengan apa yang diterima oleh 
komunikan, bahkan pesan komunikator seringkali menimbulkan reaksi, berupa emosi 
dan tindakan kontra dikalangan masyarakat18 
Para wakil dan pemimpin rakyat atau kelompok kepentingan, dalam 
mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan tertentu senantiasa 
menggunakan komunikasi misalnya dengan menyampaikan rekomendasi terhadap 
kebijaksanaan yang akan diterapkan.19 
Begitu pula para penguasa atau pemerintah dalam menentukan public policy 
akan menganalisis terlebih dahulu berbagai informasi yang berasal dari masyarakat, 
demikian juga para legislator dalam hal membahas suatu produk hukum sangat 
memerlukan komunikasi terlebih dahulu dengan segala komponen yang terkait 
terhadap produk legislatif itu. Singkatnya, komunikasi mempunyai peranan yang 
                                                           
17 Nurani Soyomukti, Komunikasi Politik, h 69. 
18 Nurani Soyomukti, Komunikasi Politik, h 90. 





cukup penting dalam proses politik, oleh karena itu tidak jarang para penguasa 
berusaha untuk mengendalikan atau mengawasi “komunikasi” agar mereka tetap 
mendapat dukungan untuk berkuasa20 
Komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang dianggap berkenaan 
dengan politik karena konsekuensinya (aktual atau potensial) yang mengatur tingkah 
laku manusia di bawah kondisi konflik. Berdasarkan formula Lasswell (Who says 
what with what channel to whom and with what effect?) sebagai acuannya, lima 
komponen/unsur komunikasi politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Aktor (Pelibat atau Partisipan) 
Semua aktor atau pelibat, baik perseorangan maupun kelompok dalam 
pilkada, melakukan komunikasi politik dengan tujuan menyampaikan pesan politik 
kepada calon pemilih yang terdiri atas berbagai kalangan, seperti masyarakat 
pengangguran, petani, wiraswasta, PNS, dan sebagainya. Aktor yang melakukan 
komunikasi politik tersebut adalah para calon kepala daerah atau wakil rakyat 
lainnya. Para calon pemimpin dan wakil rakyat tersebut biasanya mewakili suatu 
partai tertentu, meskipun tidak tertutup juga kemungkinan berasal dari jalur 
independen. Setiap calon pemimpin dan wakil rakyat memerlukan massa sebagai 
partisipan guna mendukung kegiatan politik mereka. Partisipan merupakan orang-
orang yang memiliki kesepahaman visi dan misi dengan calon pemimpin dan 
bersedia melakukan komunikasi politik untuk mendukung terpilihnya calon mereka 
                                                           
20 Nurani Soyomukti, Komunikasi Politik, h 93. 
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pada saat pilkada dilangsungkan. Para partisipan ini di Indonesia disebut dengan tim 
sukses.21 
2. Pesan Komunikasi politik  
Pesan komunikasi politik dalam pilkada dilakukan agar pesan yang 
disampaikan oleh aktor dapat diterima dengan baik oleh para calon pemilihnya. Aktor 
harus jeli dalam menentukan pesan yang sesuai dengan aspirasi/kebutuhan publik 
untuk disampaikan kepada calon pemilihnya. Ketika masyarakat merasa pesan politik 
yang disampaikan sesuai dengan aspirasi mereka, kesempatan aktor untuk menarik 
massa lebih besar sebagai partisipannya akan terbuka lebar. 
3. Saluran Dalam Konteks Komunikasi Politik 
Saluran dalam konteks komunikasi politik dalam pilkada, dapat berupa 
media/alat, dan dapat pula berupa tindakan. Saluran berupa media/alat misalnya 
organisasi dan/atau institusi, sekolah, serta media massa dan/atau media baru. 
Sedangkan saluran berupa tindakan misalnya pemberian suara dalam pemilu, aksi 
mogok buruh atau pekerja yang menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja, serta 
aksi-aksi protes dan demokrasi lainnya. Pada era globalisasi ini, media baru dapat 
dimanfaatkan untuk mendongkrak kepopuleran aktor beserta visi-misi kampanyenya. 
Para aktor semakin bergantung pada media baru sebagai arena sentral untuk 
melakukan komunikasi politik dengan seluruh penduduk, terutama karena fenomena 
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melemahnya pengaruh dan dukungan terhadap partai politik serta meningkatnya 
golongan independen dan pemilih ‘mengambang’ (floating voter).22 
4. Komunikan/Khalayak  
Sasaran dalam pilkada, aktor bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan 
perilakunya melalui komunikasi politik yang dilakukan dalam kegiatan 
kampanyenya. Untuk mengubah khalayak sasaran ke arah yang diinginkan, seorang 
aktor harus jeli memahami keadaan dan kecenderungan daerah dengan segala aspek 
ideologi, sejarah, maupun budaya yang melingkupi proses komunikasi politik dalam 
pilkada yang diikutinya, agar pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan 
baik.  
 5. Pengaruh/Efek  
 Komunikasi politik merupakan proses tarik menarik berbagai kepentingan 
yang ada dalam masyarakat dengan berbagai cara/teknik untuk mencapai tujuan yang 
sesuai dengan keinginan aktor/komunikan. Komunikasi politik dengan menggunakan 
teknik persuasif berpeluang lebih besar dalam mempengaruhi khalayak sasarannya. 
Unsur penyampaian barangkali merupakan unsur komunikasi yang paling 
sering dijumpai dalam definisi komunikasi.Seperti halnya definisi yang dikemukakan 
oleh Ithiel de Sola Pool, bahwa komunikasi adalah pengalihan informasi untuk 
memperoleh tanggapan. Adapun Shacter menulis bahwa “komunikasi merupakan 
mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan“. Definisi Shacter ini menempatkan 
                                                           




komunikasi sebagai unsur kontrol sosial atau untuk memengaruhi 
perilaku,keyakinan,sikap terhadap orang lain. Batasan lain dikemukakan oleh Carl 
Hovland, Irving Janis,dan Harold Kelly, mereka menekankan aspek pengaruh dalam 
mendefinisikan komunikasi, yakni “the process by which an individual (the 
communicator) transmit stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other 
individuals (the audience)”.23 
Pada awalnya, Komunikasi berada dalam lingkup sederhana dan dalam skala 
sempit. Namun, seiring dengan perkembanga ummat manusia yang terus melaju 
mengikuti lajunya usia planet bumi, komunikasi mulai dihadapkan pada problem 
yang bertambah kompleks dan rumit. proses komunikasi tidak lagi berada dalam 
tahap melukiskan perasaan yang berputar pada lingkup berskala kecil dan terbatas, 
tetapi telah membawah manusia untuk berorientasi ke arah skala yang lebih luas dan 
kompleks. 
Salah satu kajian yang menarik minat para ilmuwan politik dan ilmuwan 
komunikasi, yaitu kajian terhadap komunikasi politik di Amerika Serikat telah 
banyak teoretikus dan ilmuwan yang menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah yang 
membahas  komunikasi politik ini. 
Kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kasuistik karena berkaitan 
dengan berbagai macam problem dan kompleksitas permasalahan. tidak hanya 
berkisar pada pembahasan proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, 
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tetapi juga membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem 
politik atau sistem pemerintahan yang mencangkup bahasan –bahasan bagaimana 
sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. 
Maswardi Rauf (1993) menyebutkan bahwa komunikasi politk sebagai objek 
kajian ilmu politk karena pesan-pesan yang di sampaikan dalam proses komunikasi 
bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, 
dan aktivitas komunikator sebagai pelaku kegatan politik. 
Komunikasi Politik di bagi dalam dua dimensi : 
a) Sebuah kegiatan politik: penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh 
aktor-aktor politik kepada pihak lain. 
b)  kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam sistem politik. 
Menurut Astid S. Susanto (1975), komunikasi politik adalah komunikasi yang 
diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehigga masalah yang 
dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui 
suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.24 
 
                                                           




Bertitik tolak dari semua pemikiran di atas, maka untuk menyamakan persepsi 
terhadap permasalahan yang akan dikemukakan, akan digambarkan skema berpikir 
sebagai berikut : 
 
 
PKPU No. 4 






1. Kurangnya Kesadran 
Parpol 
2. Sistem kepemimpinan 











A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang 
berasal dari aktivitas dan perilaku dalam kegiatan masyarakat. Metodologi 
penelitian kualitatif dibedakan dengan peneliatian kuantitatif dalam arti metode 
penelitian kualittaif tidak mengandalkan bukti, berdasarkan logika matematis, 
prinsip angka, atau metode statistik.1 
Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil 
penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.2 Kemudian, sumber 
data yang digunakan adalah key informant yang mengetahui tentang  Pelaksanaan 
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018 
(Studi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU No.4 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kampanye). 
 
 
                                                          
1
 Deddy, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 
Dan Ilmu Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2004), h150. 




B. Lokasi Penelitian 
Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 
penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas 
kegiatan.3Maka dari itu untuk memperjelas lokasi yang akan menjadi tempat 
penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Luwu. Penulis melakukan 
penelitian di kantor KPU Kabupaten Luwu, dan menarik untuk di ketahui bersama 
dan mampu memberikan pemahaman secara mendalam tentang Pelaksanaan Alat 
Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018.  
1. Sumber Data 
Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang 
diperlukan yaitu: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 
terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui 
dokumentasi, observasi, wawancara. 
b. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, 
hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh 
dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan. 
c. Metode Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 
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teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Observasi (pengamatan) 
Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk 
mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian di Kabupaten 
Luwu.4Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan, 
yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. 
Adapun yang menjadi objek observasi adalah Pelaksanaan Pemasangan Alata 
Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden.5 Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan 
data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan 
ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 
dikemukakan oleh informan.6 Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam 
wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan 
pedoman wawancara. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- 
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 
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5Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95. 




rapat, catatan harian, dan sebagainya.7 Hasil penelitian dari observasi dan 
wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung  oleh dokumentasi. 
C. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen utama dalam penelitian kualitatif  adalah peneliti sendiri 
dan dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, sebab 
manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informan atau objek 
lainnya, dan hanya manusialah yang mengetahui kaitan-kaitan antara satu data 
dengan data yang lain di lapangan. Peneliti sebagai humant instrumen berfungsi 
menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data, dan menilai kualitas data, analisis data dan membuat 
kesimpulan dari hasil temuannya.8 Sebagai upaya untuk memperoleh data 
mengenai permasalahan yang diteliti, peneliti akan menggunakan seperangkat 
instrumen dalam bentuk pedoman wawancara terstruktur, pedoman observasi, 
dokumentasi berupa kamera dan alat recording untuk mengumpulkan informasi 
terkait dengan Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada 
Kabupaten Luwu 2018. 
D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah  proses  mengatur  urutan data dan 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar 
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sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan 
oleh data.9 Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik 
dari catatan  lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.Untuk 
melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan 
dan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Raduksi Data 
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai 
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.10 
b. Display Data 
Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun 
orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah 
dalam bentuk  naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis).11Tujuannya adalah 
memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan 
untuk mengambil kesimpulan. 
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
                                                          
9 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 
103. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2009), h.  
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Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa 
verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data 
yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.12 Kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 
merupakan kesimpulan yang kredibel.13 Pada tahap ini dilakukan pengkajian 
tentang kesimpulan yang telah diambil  dengan data pembanding teori tertentu; 
melakukan proses member check atau  melakukan proses pengecekan  ulang,  mulai 
dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; 
dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan. 
E. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini 
dilakukan dengan trianggulasi. Triangulasi adalah tenik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan 
perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, 
yaitu, Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada 
Kabupaten Luwu 2018. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang 
dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini. 
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 Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap 
berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta 
saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung 
jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah 
penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan 
sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang 
representatif. 
 Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu  
Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2°34’45’’ - 3°30’30’’ Lintang 
Selatan dan 120°21’15’’ - 121°43’11’’ Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan 
posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada 
pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 400 km 
dari Kota Makassar. 
Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di 
sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di 
sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah 
barat.  
Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran 
Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah 
selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. Karena 
kondisi daerah yang demikian maka dibentuklah sebuah Badan Pengelola yang 
disebut Badan Pengelola Pembangunan Walmas (BPP Walmas) yang aktif hingga 
tahun 2008. 
Di sebelah Timur wilayah Kabupaten Luwu dibatasi dengan Teluk Bone, 
adapun kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone adalah Kecamatan 





Ponrang Selatan, dan Bua. Dari sembilan kecamatan yang berbatasan dengan Teluk 
Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai 
daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan 
pantai. 
Tabel 4.1 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Luwu  
 




1 Larompong 22,25 7,51 
2 Larompong Selatan 131,00 4,37 
3 Suli 81,75 2,72 
4 Suli Barat 153,50 5,12 
5 Belopa 59,26 1,98 
6 Kamanre 52,44 1,75 
7 Belopa Utara 34,73 1,16 
8 Bajo 68,52 2,28 
9 Bajo Barat 66,30 2,21 
10 Bassesangtempe 178,12 5,94 
11 Latimojong 467,75 15,59 
12 Bassesngtempe Utara 122,88 4,10 
13 Bupon 182,67 6,09 
14 Ponrang 107,09 3,57 
15 Ponrang Selatan 99,98 3,33 
16 Bua 204,01 6,80 




18 Walenrang Timur 63,65 2,12 
19 Lamasi 42,20 1,41 
20 Walenrang Utara 259,77 8,66 
21 Walenrang Barat 247,13 8,24 
22 Lamasi Timur 57,65 1,92 
 Total 3.000,25 100 
Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2016.1 
Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km2 terdiri 
dari 22 kecamatan pada tahun 2015 yang dibagi habis menjadi 227 desa/kelurahan. 
Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu,luas 
Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km2 atau sekitar 15,59 persen dari 
luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan 
Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km2 dan 247,13 km2 
atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah 
terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km2 atau 







                                                           








Peta Kabupaten Luwu 
 







1. Letak Geografis dan Administratif 
Belopa adalah kota baru, dari kota kecamatan, ditata menjadi ibukota baru 
Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, setelah ratusan tahun, Tana Luwu atau kerajaan  
Luwu, kemudian menjadi Kabupaten Luwu ber-ibu kota di Palopo. 
Sekarang setelah pembentukan pemerintah kota Palopo akibat pemekaran dari 
Kabupaten Luwu tadinya, kini menjadi empat daerah tingkat Kabupaten dan kota, 
masing-masing: Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan 
Kabupaten Luwu Timur.  
Secara geografis Belopa Ibukota Kabupaten Luwu terletak antara  3021’30’’- 
3025’00’’  Lintang Selatan dan  120019’00’’-120024’00’’ Bujur Timur dari kutub 
utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas wilayah 
administratif Belopa Ibu kota Kabupaten Luwu yakni sebagai berikut:  
a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Belopa Utara. 
b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suli. 
c) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. 
d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bajo. 
Luas wilayah Belopa Ibukota Kabupaten Luwu yakni 59,26, yang terbagi 
kedalam 5 desa dan 4 kelurahan. Untuk lebih jelasnya luas dan 83  pembagian 









Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administratif 
Di Belopa ibukota Kabupaten Luwu Tahun 
 




1 Balubu 17,61 29,72 
2 Pasamai 3,12 5,26 
3 Senga Selatan 8,00 13,50 
4 Senga 6,11 10,31 
5 Belopa 4,54 7,66 
6 Balo-balo 5,38 9,08 
7 Kurrusumanga 7,20 12,15 
8 Tanamanai 3,30 5,57 
9 Tampumia radda 4,00 6,75 
 Jumlah 59,26 100 
Sumber: Kecamatan dalam angka Tahun 2016 
Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Desa terbesar adalah  Desa 








Peta Lokasi Penelitian 
 
Sumber Gambar; Kantor Bupati Kabupaten Luwu 
2. Aspek Fisik Dasar  
a. Kondisi Topokgrafi dan Kemiringan Lereng 
Keadaan topografi dan kemiringan lereng di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu 
merupakan wilayah yang datar dengan kemringan 0-8 % dengan ketinggian 0-
300 mdpl. 
b. Curah hujan 
Secara umum, keadaan keadaan cuaca atau udara di Belopa Ibu Kota 
Kabupaten Luwu pada umumnya sama seperti di wilayah Kabupaten Luwu. Di 
Belopa juga memiliki dua musim atau iklim yaitu musim hujan dan musim 
kemarau. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim 
hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Banyaknya curah hujan di 






c. Kondisi Jenis Tanah dan Geologi 
Kondisi jenis tanah di kawasan penelitian merupakan seluruh hamparan 
kawasan terdiri dari jenis tanah Aluvial. Aluvial adalah jenis tanah yang 
terbentuk karena endapan. Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada 
di dataran rendah, ataupun cekungan yang memungkin kan terjadinya endapan 
Tanah. Adapun jenis batuan dalam kawasan ini, yaitu batuan gunung api Lamasi 
dan endapan Aluvium dan Pantai. 
3. Aspek Kependudukan  
a. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk di kawasan penelitian yakni 16.864 jiwa yang tersebar di 
setiap Desa/Kelurahan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan di kawasan 
penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut; 
Tabel 4.3 






1 Balubu 540 
2 Pasamai 785 
3 Senga Selatan 3,342 
4 Senga 2,086 
5 Belopa 3,104 




7 Kurusumanga 1,427 
8 Tanamanai 1,816 
9 Tampumia Radda 2,224 
 Jumlah 16,864 
Sumber; Kecamatan dalam angka Tahun 2016 
b. Kepadatan Penduduk  
Mengetahui distribusi kepadatan penduduk di suatu wilayah dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi tingkat kepadatan wilayah tertentu dalam kaitannya 
dengan jumlah penduduk baik dalam spasial perekonomian, pembangunan 
hingga produktivitas wilayah. Distribusi kepadatan penduduk di wilayah 
kawasan penelitian yakni 284,58 jiwa/Km2 dengan berasumsi pada 16.864 jiwa 
jumlah penduduk dan luas wilayah 59,26 Km2. Untuk lebih jelasnya kepadatan 
penduduk di kawasan penelitian dapat dilihat pada tabel 4 berikut : 
Tabel 4.4 











1 Balubu 540 17,61 30,66 
2 Pasamai 785 3,12 251,60 
3 Senga Selatan 3,342 8,00 417,75 
4 Senga 2,086 6,11 341,41 
5 Belopa 3,104 4,54 683,70 
6 Balo-balo 1,540 5,38 286,25 





8 Tanamanai 1,816 3,30 550,30 
9 Tampumia Radda 2,224 4,00 556,00 
 Jumlah 16,864 59,26 284,58 
  Sumber; Kecamatan dalam angka Tahun 2016 
c. Estimasi Perkembangan Jumlah Penduduk 
Perkembangan jumlah penduduk di kawasan penelitian pada rentang tahun 
2011-2015 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
5 berikut: 
Tabel 4.5 
Estimasi Perkembangan Jumlah Penduduk 
di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu Tahun 2010-2015 
 
No Tahun 







1 2011 14,843   
2 2012 15,106 +263 1,74 
3 2013 15,106 +240 1,56 
4 2014 16,606 +1.260 7,59 
5 2015 16,864 +258 1,53 








B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
1. Sejarah KPU 
Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik 
Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi 
adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak 
demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya 
sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan di pro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta 
pada 17 Agustus 1945,pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk 
bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam 
Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 
1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat 
tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan di 
selenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut 
baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.  
Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 
1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih 
anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-
anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu 
yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak 
ada Konstituante.2 
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Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada 
kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar 
negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah 
menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-
undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya 
stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam 
itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) 
kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan 
kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.3 
Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang 
diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal : 
a. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU 
Pemilu. 
b. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar 
kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama 
gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para 
pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.4 
Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan 
perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk 
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menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan 
politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU 
No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 
1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum 
yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak 
langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada 
waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan 
akan banyak terjadi distorsi. 
Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari 
Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan 
Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai 
dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan 
Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali 
menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama 
Republik Indonesia Serikat (RIS).5 
Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu 
dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. 
Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 
1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.6 
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Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan 
undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh 
parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah 
UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum 
Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. 
Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU 
No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi 
anggota DPR tidak berlaku lagi. 
Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut 
berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. 
Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-
negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus 
daftar kumpulan dan calon perorangan.7 
Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi 
secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana 
menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas 
negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang 
menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai 
pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. 
Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR 
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dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan 
semuanya.8 
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya 
Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kabupaten Luwu sebagai 
penyelenggara Pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kabupaten 
Luwu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas 
mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, 
efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. 
Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 
Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur 
dan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu 
Sekretariat KPU Kabupaten Luwu. 
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A. Visi Dan Misi KPU 
VISI 
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan 
Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, 
demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
MISI 
a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan 
Umum. 
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien 
dan efektif; 
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan 
setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai 




e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 
demokratis.9 
1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabuaten Luwu 
Sekretariat KPU Kabupaten Luwu  bertugas: 
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu. 
b. Memberikan dukungan teknis administratif. 
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam 
menyelenggarakan Pemilu. 
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta 
pemilihan gubernur. 
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 
Kabupaten/Kota. 
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan 
bupati/walikota. 
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota. 
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
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Sekretariat KPU Kabupaten Luwu berwenang : 
a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 
pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. 
b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan. 
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. 
e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu. 
f. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.10 
Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Luwu bertanggung jawab dalam hal 
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilian Umum 
Kabupaten Luwu 
Organisasi merupakan sebuah perangkat yang terdiri atas sekelompok 
orang pemegang posisi yang harus dikordinasikan, tersusun dari sejumlah 
subsistem yang saling berhubungan dan bergantung, bekerjasama atas dasr 
pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang 
hendak dicapai. 
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Sehubungan dengan itu, maka perlunya struktur dalam suatu organisasi 
untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan tiap-tiap personil 
dalam organisasi, tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta wewenang dan 
tanggung jawabnya. 
Struktur oraganisasi walaupun hanya menyajikan kerangka bangunan 
organisasi, tetapi merupakan suatu subsistem penting sistem organisasi formal. 
Strutur organisasi disusun adalah untuk membantu pencapaian tujuan sebuah 
organisasi dengan lebih efektif. 
Tujuan organisasi tersebut akan menentukan struktur organisasinya. Jadi 
struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh 
kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi serta 
wewenang dan tanggung jawabnya. Disamping itu struktur organisasi juga 
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Sementara dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten 
1. Sub bagian program & data: Mengumpulkan dan mengolah bahan 
rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu. 
2. Sub bagian teknis & hupmas: Mengumpulkan data dan mengolah bahan 
teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi 
pergantian antara waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota, pengisian 
keanggotaan DPRD Kabupaten / Kota yang dibentuk setelah pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan daerah pemilihan 
pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD 
provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
penyuluh, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan 
informasi, serta pendidikan pemilihan pencalonan, dan penetapan calon 
terpilih pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah, penyuluh, bantuan, kerjasama antar lembaga, 
melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. 
3. Sub bagian hukum: Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan 
penyelesaian sengketa hukum, penyuluh peraturan yang berkaitan 
dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual beserta pemilu, serta 
administrasi keuangan, dan dana kampanye. 
4. Sub bagian keuangan, umum, & logistik: Mengumpulkan dan mengolah 
bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan 





perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala 
Daerah dan Wakil KepalaDaerah, Kepegawaian, serta dokumentasi. 
C. Bentuk Pelaksanaan PKPU No. 4 Tahun 2017 oleh KPU di Kabupaten 
Luwu. 
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) 
adalah sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka 
perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat didaerah, 
karena pemilukada merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung 
kepentingan masyarakat didaerah, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai 
bentuk kebijaksanaan (policy). 
Memperhatikan hal tersebut berarti PEMILUKADA adalah merupakan 
conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih 
seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus merupakan suatu rangkaian 
kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. 
Selanjutnya untuk melaksanakan pemilukada tersebut tidak dapat 
dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang 
bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPU) Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai 




undangan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), merupakan lembaga yang 
telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan 
Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Luwu bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil 
pemilihan Kepala Daerah.  
Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan 
Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan 
Pemilihan Kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. 
 Atas dasar itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan 
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah, 
sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan 
tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan 
pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan 
partisipasi politik masyarakatnya. 
 Kabupaten Luwu sendiri, akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. KPU sebagai pihak penyelenggara sangat memiliki peran 
yang urgen dalam melaksanakan proses Pemilukada di Kabupaten Luwu. Sesuai 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 10 ayat 3, 
KPU memliliki tugas dan wewenang yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan 
kinerjanya dalam penyelenggaraan Pemilukada. Pasca berlangsungnya pemilihan 





soroton publik sebagai pihak penyelenggara. Tidak terkecuali Kabupeten Luwu 
yang telah menyelanggarakan Pemilukada, berbagai permasalahan tidak dapat 
dipungkiri selama dan setelah proses pemilihan berlangsung, terkhusus pula pada 
sisi internal KPU itu sendiri. 
Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Luwu untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan PKPU 
No 4 tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupeten Luwu pada 
Pemilukada tahun 2018 sekarang ini serta faktor-faktor apa yang menghambat 
pelaksanaan PKPU No 4 tahun 2017 oleh (KPU) di Kabupaten Luwu tersebut 
dalam hal ini faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Komisi Pemilihan 
Umum Daerah Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan proses Pemilukada. 
1. Tahap Persiapan 
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Luwu Tahun 2018 secara langsung 
merupakan wahana dan akses bagi masyarakat Kabupaten Luwu untuk membuat 
keputusan penting serta memahami akan hak-hak politik yang dimilikinya. 
Hajat yang paling utama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu 
tahun 2018 ini adalah harapan agar demokrasi dan kedaulatan yang dimiliki oleh 
warga masyarakat Kabupaten Luwu akan memiliki arti yang lebih bermakna, 
karena masyarakat tidak saja memilih wakil mereka di DPRD di Kebupaten Luwu, 
tapi juga pemimipinnnya di daerahnya untuk membuat hubungan di antara 




Pada awalnya pemilihan secara langsung oleh rakyat hanya bertumpu pada 
pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun dalam perkembangannya 
pemilihan secara langsung juga diperuntukkan untuk memlilih Bupati dan Wakil 
Bupati pasca amandemen UUD 1945 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati secara 
langsung sebagai sebuah proses menuju terselanggaranya demokrasi yang 
sempurna, karena legitimasi rakyat semakin diperkuat serta rakyat harus diberikan 
ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menyalurkan hak politiknya. 
Namun demikian, Pemilihan Bupati dn Wakil Bupati secara langsung juga 
diharapkan sebagai deasin kelembagaan untuk memepercepat proses demokrasi di 
daerah dengan melihat realitas bahwa penguatan parlemen (DPR) tidak bisa 
meningkatkan kualiatas demokrasi secara substansial dan menuai kritik karena 
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selain mendatangkan manfaat 
bagi masyarakat juga menimbulkan banyak konflik dan demokrasi dianggap 
sebagai penguatan modal. 
Terlepas dari kritik dan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan 
rahasia diharapkan mampu meredam gejolak kritikan dan peningkata kualitas 
demokrasi yang sesungguhnya serta melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan 
masyarakat di daerah. 
Implikasi mendasar dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak saja 





kandidat Bupati dan Wakil Bupati memberi arti terhadap kekuasaan yang sedang 
mereka perebutkan, terlebih juga kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai 
penyelenggara Pemilu dan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil ( LUBER 
JURDIL). 
Maka Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan 
kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 
semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal. 
Menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan 
menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasrkan 
peraturan perundang-undangan. 
Oleh karena itu, berikut Berbagai peraturan yang ditetapkan KPU 
Kabupaten Luwu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut. 
2. Sosialisasi 
 Sosialisasi pemilukada ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan 
demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal 
teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan 




pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak 
pilihnya pada Pemilu. Seperti yang  dijelaskan  oleh  Ketua  Komisioner  KPU  
Kabupaten  Luwu,  Bapak ABD. Thayeb, S.H.I. 
 
“Kegiatan sosialisasi sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat untuk memahami 
hakikat parsitipasi pemilih yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
kesadaran dan parsitipasi masyarakat, khususnya dalam menggunakan 
hak pilihnya.” 12 
 
Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyeleggaraan Pemilihan 
Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi 
Pemilihan Urnum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas pokok dan 
wewenang KPU adalah: Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota; Menyelenggarakan Pemilu  Presiden  dan  
Wakil  Presiden;  Menyelenggarakan  Pemilu  Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; Salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah 
melaksanakan penyampaian informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat luas. 
Dalam hal ini tegaskan dalam PKPU nomor 4 pasal 28 tahun 2017 KPU 
luwu tentang alat peraga kampanye untuk partai politik. 
Pasal 28 
1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi 
pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c. 
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2.  Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. baliho/billboard/videotron paling sbesar ukuran 4 (empat) meter x 7 
(tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk 
setiap kabupaten/kota; 
b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu  koma lima  
belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon 
untuk setiap kecamatan; dan/atau 
c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) 
meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap 
desa atau sebutan lain/kelurahan. 
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan: 
a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga 
Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota. 
b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima 
puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim 




5. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah 
penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon 
dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota. 
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon 
disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.  
Menurut Bapak Adly Aqsha, S.Pd.i selaku Sosialisasi, Pendidikan Pemilih 
dan pengembangan SDM. Dalam wawancara . Mengatakan. 
 
“Jelas bahwa peraturan KPU itu di buat oleh KPU RI, jadi regulasi yang di 
maksud peraturan komisi pemilihan umum itu di buat oleh KPU RI dan jelas 
bahwa ada konsultasi dan kemudian mengajukan peraturan KPU tersebut, 
jadi peraturan KPU itu di buat  berdasarkan konsultasi dengan anggota 
DPR,  yaah anggota DPR itu isinya adalah partai poltik juga, jadi selalu 
ada relasi  yang kuat dalam pembentukan regulasi dan pembuatan regulasi 
sehingga sebenarnya partai politik itu paham terkait dengan regulasi-
regulasi kemudian di keluarkan oleh KPU RI, karena sebelum di keluarkan 
atau di tetapkan nya ini peraturan itu selalu berkonsultasi ke dewan 
perwakilan rakyat DPR yang isinya notabeneya partai politik.” 13 
 
Dari wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa peraturan PKPU 
Luwu ini berdasarkan  KPU RI yang berkonsultasi dengan anggota DPR, dimana 
anggotanya dari parpol itu sendiri sehingga PKPU dapat di terima oleh setiap partai 
yang berpartisipasi dalam PEMILUKADA. 
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 Dapat dilihat dari isi pasal 29 yang berkaitan alat peraga kampanye yang 
menjadi acuan partai politik dalam mengkapanyekan visi misi dan calonnya. 
Pasal 29 
(1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan 
Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran 
yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota. 
(2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, 
nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik 
atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik. 
(3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU 
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh 
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden 
Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai 
politik. 
(4)  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim 
Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling 




(5)  KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Alat 
Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim 
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6)  Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.14 
Seperti yang di utarakan dalam wawancara  bersama Bapak Adly Aqsha, 
S.Pd.i Selaku Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan pengembangan SDM  di kantor 
KPU Kabupaten luwu. Mengatakan. 
”Pada perinsipnya bahwa peraturan KPU di buat dalam artian bahwa untuk 
membatasi ruang gerak dalam bentuk-bentuk pelanggaran karena kenapa, 
kalo kita tidak membatasi dan membuatkan regulasi yang betul-betul detail 
itu akan bisa menjadi, partai politik itu sendiri bisa seenaknya dalam 
melakukan tahapan-tahapan kampanye tersebut, makanya di atur dalam 
aturan KPU ini tentang kampanye, nah tentang kampanye ini bahwa pertai 
politik sekiranya masih banyak yang, isitilahnya  dibilang taat 100 persen ya 
tidak, tetapi kalo melihat partai politik ini setidaknya mengacu pada 
peraturan KPU, seperti itu. dalam artian partai politik ini kita mengajak 
mereka untuk senangtiasa mengacu dan sesuai dengan regulasi, karena kalo 
tidak seperti itu akan banyak pelanggaran yang terjadi.”15 
 
Maka dari itu sebelum regulasi itu terbentuk dengan baik, harus adanya 
strategi yang baik dalam menjalankannya agar bisa berjalan dengan baik tanpa 
adanya kecurangan yang terlibat didalamnya, dan harus ditetapkan sesuai dengan 
peraturan yang telah dibuat sebelum dijalankannya kampaye tersebut. Peraturan pada 
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KPU itu sendiri harus dijalankan sesuai dengan aturan dan ditetapkan dengan 
berjalannya kinerja tersebut agar terhindar dari pelanggaran. 
Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 30 tentang penyerahan, perawatan, 
penggantian, dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang berbunyi : 
Pasal 30 
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat 
Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di 
lokasi yang telah ditentukan 
(2) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya. 
(3) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan ke dalam berita acara. 
(4) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga 
Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan 
Calon. 
(5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye 
Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada 
lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU 




(6) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. 
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan 
lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi 
pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 
(9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), dilarang berada di: 
a. Tempat ibadah termasuk halaman. 
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. 
c. Gedung milik pemerintah.  
d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 
(10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan 
keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan 





(12) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan 
pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk 
mengamankan Alat Peraga Kampanye.  
Berdasarkan wawancara  bersama  Bapak Adly Aqsha, S.Pd.i selaku 
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan pengembangan SDM di kantor KPU 
Kabupaten luwu. 
“Iya, jadi kampanye pemilihan ini adalah tahapan dimana gabungan 
partai politik yang telah mengusung pasangan calon baik itu pasangan 
calon perseorangan, namun di Luwu ini tidak ada pasangan calon 
perseorangan, jadi semua lewat jalur partai poltik untuk sementara masih 
ada 2 pasangan calon basming matayyang dan syukur bijak serta 
patahuddin dan emmy tallesang, dan tahapan kampanye ini juga kita 
sudah berkordinasi dan serta bersosialisasi dengan para pihak. Terkait 
dengan tahapan kampanye ini kemarin juga kita sudah raport kepada 
beberapa instansi yaitu kepala badan kesbanpol selaku pihak terkait 
dengan petugas satpol pp serta dinas perhubungan dan kepolisian, ini 
menyangkut bagaimana jalannya tahapan kampanye ini agar bisa sukses, 
nah kordinasi ini penting agar kiranya nanti ada kesepahaman yang utuh 
dalam melaksanakan tahapan kampanye ini.”16 
 
 Dengan adanya pasangan calon yang akan maju, maka harus ada ikatan yang 
baik diantaranya, dengan adanya kampanye yang diadakan setiap pasangan calon 
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D. Faktor-faktor  yang menghambat pelaksanaan PKPU No 4 Tahun 2017 
oleh KPU di Kabupaten Luwu 
Kinerja  KPU  Kabupaten  Luwu  dapat dilihat  dari  faktor  penunjang  dan  
faktor penghambat  dari  kinerja  KPU  Kabupaten Luwu,  dinilai  berdasarkan  
tiga  faktor  yaitu sumber  daya  manusia,  struktur  organisasi  dan sistem  
kepemimpinan  KPU  Kabupaten  dalam proses  penyelenggaraan  pemilihan  
umum  di Kabupaten Luwu.  
Wawancara Menurut bapak Drs. Andi Darmawangsah Rahim, selaku 
sekertaris KPU Kabupaten Luwu, bahwa faktor yang menjadi penghambat 
pelaksanaan PKPU No 4 Tahun 2017 oleh KPU di Kabupaten Luwu, yaitu :  
 
Sebenarnya di dalam permasalahan aspek hambatan tidak ada kemudian 
menghambat karena di PKPU sudah jelas, namun dalam proses 
pelaksanaan itu biasanya terjadi kesalah pahaman yang di maksud disini 
kesalah pahaman terkait dengan pemasangan alat peraga, kemudian 
terkait dengan pertemuan yang di atur dalam PKPU no 4 ini. Ada rapat 
umum, dan kemudian terjadi biasanya pelanggaran itu  ketika melibatkan 
oknum-oknum dan oknum-oknum yang di maksud itu adalah pejabat yang 
kemudian yang diluar tanggungan Negara.” 17 
Kesalah pahaman yang telah muncul didalamnya¸ harus diperjelas lagi agar 
dapat dimengerti sehingga pemasangan alat peraga itu tidak disalah artikan lagi 
sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Pelanggaran yang 
terdapat harus dibenahi lagi agar tidak menjadi rancuh. 
Akn tetapi ada dua faktor yang terjadi di kpu luwu sehingga kurang 
maksimal dalam menjalankan tugasnya yang diharapkan bersama, Kedua  faktor  
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tersebut  mnjadi  bahan kajian peneliti dmana antara faktor satu dengan faktor  
lainnya  memiliki  korelasi. 
  Pertama, Kurangnya kesadaran dari pihak parpol atau tim sukses itu 
sendiri mengenai aturan yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 
KPU tetang PKPU No. 4 yang dimana masi banyak pihak dari sejumlah partai 
politik yang menempelkan Alat Peraga Kampanye di sembarang tempat, membuat 
alat peraga kampanye ini tidak teratur sesuai tempat yang ditetapkan oleh KPU 
sendiri. masalah keputusan yang lebih progresif tentang pelanggaran partai-partai 
yang bisa menganggu ke stabilan publik, Hal ini dapat dilihat dari masih 
banyaknya oknum-oknum yang memasng alat peraga kampanye disembarang 
tempat di Kabupaten luwu. 
Kedua,  yaitu  kepemimpinan  dimana dalam suatu organisasi faktor 
kepemimpinan  ini  sering  diabaikan,  padahal pengaruhnya  juga  sangat  
menentukan  sebuah kinerja yang dihasilkan KPU Kabupaten Luwu dalam  
penyelenggaraan  pemilihan  umum. Kepemimpinan  itu  sendiri  yang  
menentukan keberhasilan  suatu  program  yang  akan ditetapkan  atau  
dilaksanakan.  Unsur  pemimpin yang  terdapat dalam kepemimpinan itulah yang 
menggerakkan  setiap  bawahan  yang  ada  dalam suatu  lembaga  negara  seperti  
KPU  Kabupaten Luwu . 
Pada  kepmimpinan  terdapat  unsur pemimpin. Pada akhirnya unsur 
pemimpin  ini  lah  yng  akan  mengeksekusi sebuah  keputusan  yang  akan  
diambil.  Dalam mengambil  sebuah  keputusan  juga  ada  unsur koordinasi dan 
kekuasaan. Biasanya yang sering terjadi yaitu koordinasi yang dilakukan kurang, 




Kekuasaan  inilah  yang  sering  disalahgunakan sehingga  mengakibatkan  
kputusan  yang diambil menjadi tidak adil bagi sebagian orang. Jangan  sampai  
suatu  lembaga  negara  seperti KPU  Kabupaten  Luwu  membuat  keputusan yang  
merugikan  masyarakat.  Karena seharusnya  KPU  Kabupaten  Luwu lembaga  
negara  yang  bekerja  untuk  rakyat  dan mewujudkan  misi  KPU  secara  
hierarkis, dimana pihak KPU disini harus bersikap tegas tentang apa yang menjadi 
tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu dan menyikapi atu 
memberi sangksi kepada pihak parpol yang melanggar atau mengabaikan atauran 
yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu. 
Dan meningkatkan  penyelenggaraan pemilukada yang bersih, efisien dan efektif. 
Jadi,  faktor  penunjang  dan  penghambat dari  kinerja  KPU  Kabupaten  
Luwu,  terlihat dari sejauh mana faktor dinilai berdasarkan 2 faktor  yaitu  
kurangnya kesadaran parpol , dan  sistem  kepemimpinan  KPU Kabupaten  dalam  
proses  penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Luwu. 
Dari hambatan tentang alat peraga kampanye sendiri yang sering di pasang 
ditempat sarana umum seperti pepohonan trotoar jalan, berdirinya baliho di dekat 
instansi-intansi pemerintah menjadi masalah yang sering terjadi Di Kabupaten 
Luwu. 
Seperti yang di utarakan oleh bapak Adly Aqsha, S.Pd.i bahwasanya : 
 
“Yah ada sangsi, ketika terjadinya pelanggaran  namun sifatnya biasa, 
administratif yah mungkin tertulis kalaupun kemudian pelanggaran-
pelanggaran tersebut sebenarnya sangsinya ya ada yang mengacu pada 
PKPU dan ada juga yang mengacu ke panwaslu peraturan badan pengawas 
pemilu, kemudian sangsi yang sebenarnya ini tentang terkait dengan 





pengawasan pemilu tersebut, ada di pengawasan pemilu ya itu panwaslu 
Kabupaten luwu.”18 
Dari peneliti sendiri dapat melihat bahwasanya pelanggaran yang sering 
dilakukan oleh calon dari partai politik tentang alat peraga kampanye bukan hanya 
di luwu saja, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di pepohonan, sarana 
umum, dan dekat instansi pemerintahan menjadi masalah umum di setiap 
kabupaten di indonesia. Hal ini di perkuat dengan adanya pasal 74 dalam PKPU. 
Berdasarkan Pembahasan masalah alat peraga kampanye di atas menurut 
Bapak Adly Aqsha, S.Pd.i selaku Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan 
pengembangan SDM di kantor KPU Kabupaten luwu. Dalam wawancaranya. 
 
“Di dalam PKPU juga jelas bahwa ada ketentuan-ketentuan yang di atur 
dalam kampanye tersebut di pasal 74 terkait dengan sangksi dan pelanggaran  
atas ketentuan pelaksanaan kampanye juga di atur, jadi sangsinya ini ya 
sangsi administratif pelanggarannya mengacu pada pelaksanaan ketentuan 
kampanye ada peringatan tertulis jadi ada juga perhentian kampanye jadi 
sangsinya itu jelas di pasal 74. kemudian di pasal 75 juga kalo ada 
pelanggaran terkait dengan bahan-bahan kampanye itu juga  seperti itu 
pringatan tertulis dan peringatan penarikan bahan kampanye, ya 
pelanggaran-pelangaran tersebut pastinya akan kita sampaikan ketika terjadi 
pelanggaran di dalamnya dan sangsi-sangsinya jelas di pasalnya pasal 74.”19 
Dalam pasal 74 telah jelas sangsi yang tertulis didalamnya, kepada pihak yang 
melanggar ketetapan tersebut memang harus diberikan peringatan tertulis dan 
penarikan agar kampanye tersebut dijalankan dengan baik sesuai aturan yang telah di 
tetapkan demi untuk mensukseskan berjalannya kampanye partai politik yang di 
tegaskan tentang tahapan program dan jadwal pemilu sebagaimana yang diatur dalam 
peraturan KPU. 
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Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang pelaksanaan pemasangan alat 
peraga kampanye pada pemilukada Kabupaten Luwu 2018 (studi atas peraturan 
komisi pemilihan umum KPU No.4 tahun 2017 tentang pelaksanaan kampanye) dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil dari penelitian mengenai Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga 
Kampanye pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018 hal ini dapat dilihat dari 
tahapan persiapan Pemilukada dengan Sosialisasi tentang pedoaman 
pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye yang berdasarkan PKPU No. 
4 Tahun 2017 yang dimana masih ada pemasangan alat peraga kampannye di 
sembarang tempat, yang tidak sesuai dengan berdasarkan PKPU Luwu. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih tegas lagi terhadap partai-
partai  yang kader-kadernya masih melanggar dan mengabaikan PKPU No.4 
Tahun 2017, karena ini sudah menjadi fenomena yang harus d tuntaskan oleh 
KPU menjelang Pemilukada 2018. 
2. Faktor-faktor yang sering menjadi hambatan adalah masalah keputusan yang 
lebih progresif tentang pelanggaran partai-partai yang bisa menganggu ke 
stabilan publik seperti alat peraga kampanye di pepohonan, halaman tempat 
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ibadah, dan gedung milik pemerintah, membuat alat peraga kampanye ini 
tidak teratur sesuai tempat yang di tetapkan oleh KPU sendiri. 
 
B. Implikasi 
Secara umum menjelang pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Luwu tahun 
2018 nantinya harus berjalan dengan lancar, sesuai aturan yang di tetapkan oleh 
Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu. agar pelaksanaan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode berikutnya dan pelaksanaan pemilu lainnya 
dapat berjalan lancar, sukses, dan aman serta dapat ditingkatkan kualitasnya, maka 
beberapa saran yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) berikutnya. Adapun saran tersebut diuraikan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu selaku badan pengawas serta 
menjaga keharmonisan kedua lembaga tersebut demi tercapainya 
demokrasi yang substansial. 
2. Memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat dan dapat dipahami 
dengan mudah oleh masyarakat mengenai hal-hal teknis Pemilukada. 
3. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para calon Peserta kepala 
daerah atau parpol tentang regulasi dalam pelaksanaan Pemilukada. 
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